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Abstract: The business associations set the standardization of prices of goods or services as a guide that must be obeyed by all members.. The existence of associations of business actors is often used as a container by business actors to cover up all their actions which incidentally indicates that monopolistic practices and unfair business competition are indicated. Basically, Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as the Business Competition Law) has not explicitly and specifically regulated related sanctions for business associations of monopolistic practices and unfair business competition. The existence of the standardization of prices made and formed by the head of the association of business actors is a gap for business actors who are veiled in monopolistic practices and unfair business competition as prohibited by statutory regulations. Proof related to the determination of price standardization must be assessed using the per se illegal approach and the rule of reason and economic approach to find out whether there is an agreement on pricing and cartels or not.
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Abstrak: Asosiasi pelaku usaha yang sama menetapkan standardisasi harga suatu barang atau jasa sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota asosiasi. Keberadaan asosiasi pelaku usaha seringkali dijadikan wadah oleh pelaku usaha untuk menutupi segala tindakannya yang notabene tindakan tersebut terindikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU Persaingan Usaha) belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait sanksi bagi asosiasi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adanya penetapan standardisasi harga yang dibuat dan dibentuk oleh ketua asosiasi pelaku usaha menjadi celah bagi pelaku-pelaku bisnis yang terselubung menjalankan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dilarang pada peraturan perundang-undangan. Pembuktian terkait penetapan standardisasi harga harus dikaji dengan menggunakan pendekatan per se illegal dan rule of reason serta pendekatan ekonomi untuk mengetahui adanya perjanjian penetapan harga dan kartel atau tidak.

Kata kunci: Penetapan Standardisasi Harga, Kartel, Per se Illegal dan Rule of Reason

PENDAHULUAN
Bisnis diartikan “business” includes a profession and the activities of any government department or local or public authority.
 Bisnis tidak hanya dijalankan oleh masyarakat saja melainkan baik pemerintah pusat maupun daerah pun juga dapat sebagai pihak dalam menjalankan kegiatan investasi. 
Asosiasi sangatlah dibutuhkan oleh pelaku usaha sebagai wadah pelatihan, komunikasi antar pelaku usaha maupun pemerintah, berkesempatan untuk melaksanakan peluang bisnis, mencari peluang pasar baru, sumber informasi, dan menetapkan standar regulasi industri, dan menetapkan aturan atau perjanjian dalam bisnis. Anggota asosiasi pelaku usaha adalah pelaku usaha pesaing yang tergabung dalam satu wadah untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dalam suatu pasar dengan berpedoman pada regulasi yang diatur baik regulasi pemerintah maupun regulasi asosiasi. 
Pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah asosiasi pelaku usaha seringkali melakukan kesepakatan di antara mereka. Perjanjian tersebut tidak selamanya berakibat negatif terhadap persaingan. Perjanjian yang dilakukan dapat bertujuan untuk mengurangi risiko usaha, menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi, efisiensi biaya dalam melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun, adakalanya perjanjian tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya proses persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, dominasi pasar, dan berupaya membatasi pesaing baru lainnya.

Persaingan seringkali diikuti dengan perjanjian atau kegiatan curang yang dapat menimbulkan kerugian diberbagai pihak. Hal tersebut yang menjadi tujuan ditegakkannya hukum persaingan usaha. Berdasarkan teori monopoli bahwa suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila mereka secara bersama-sama berlaku sebagai monopolis. Kedudukan monopolis tersebut telah membuat rintangan-rintangan untuk mencegah pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar pemilik monopoli, sehingga yang menjalankan usaha di dalam pasar tersebut hanyalah pemilik monopoli.
 

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini terkait penetapan standardisasi harga yang dibentuk oleh asosiasi pelaku usaha yang dituangkan pada peraturan internal asosiasi dengan penetapan standardisasi harga, apakah penetapan asosiasi tersebut termasuk perjanjian penetapan harga. Penentuan setiap perbuatan pelaku usaha termasuk kedalam kategori perbuatan yang memenuhi unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pengkajiannya melalui 2 (dua) pendekatan diantaranya pertama, pendekatan yuridis yang terdiri atas pendekatan Per Se Illegal dan pendekatan Rule of Reason. Sedangkan yang kedua, adalah pendekatan ekonomi yang terdiri dari pasar terkait (relevant market), kekuatan pasar (market power), hambatan masuk pada pasar yang bersangkutan (barrier to entry), dan strategi harga (pricing strategy). 
Penggunaan pendekatan per se illegal sudah teruji secara ekonomi, kesederhanaan proses pengadilan, dan dapat diprediksi oleh hukum dan bisnis.
 Artinya baik dari segi aturan hukum maupun ekonomi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai per se illegal. Sedangkan pendekatan rule of reason, harus dilakukannya penyelidikan yang lebih rinci dan pembuktian atas tindakan pelaku usaha yang berakibat terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
HUBUNGAN PENETAPAN STANDARDISASI HARGA TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL

Standardisasi harga merupakan bentuk penyesuaian harga yang sudah ditetapkan. Penyesuaian harga berarti harga telah dirancang sedemikian rupa jumlahnya untuk disesuaikan dan menjadi acuan atau pedoman bagi para pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah asosiasi. Asosiasi sebagai fasilitator bagi pelaku usaha anggota asosiasi. Tugas asosiasi antara lain membuat peraturan dasar tentang komisi, diskon, waktu melakukan transaksi dan jam berusaha serta menetapkan standardisasi harga untuk diberlakukannya kepada seluruh anggota asosiasi yang tergabung. Hal ini yang menjadikan tindakan tersebut menjadi tindakan yang berpotensi menghambat persaingan.

Standardisasi harga dilakukan dengan menyesuaikan harga dengan nilai yang tinggi atau rendah. Nilai yang tinggi maupun rendah tersebut, keduanya dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak. Standardisasi harga dengan nilai yang tinggi dapat merugikan pihak konsumen karena konsumen harus membayar dengan harga yang sangat tinggi atau tidak wajar atas pembelian produk. Sedangkan standardisasi harga dengan nilai yang rendah juga merugikan pihak lain yaitu pihak pelaku usaha pesaingnya karena harga yang rendah dapat mematikan pelaku usaha pesaing lainnya diluar anggota asosiasi.
Black’s Law Dictionary, menyatakan perjanjian penetapan harga atau price fixing adalah “a combination of purpose of and with the effect of raising, depressking, fixing, pegging or stabilizing the price of a commodity.” Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, bahwa perjanjian penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas.

Perjanjian Penetapan harga merupakan perilaku pelaku usaha yang saling bersaing untuk menghasilkan harga yang jauh di atas harga wajar (harga tinggi) yang dapat dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat (konsumen) baik langsung maupun tidak langsung. 

Perjanjian Penetapan harga dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Perjanjian Penetapan harga dianggap sebagai hambatan perdagangan (restraint of trade) karena dapat mengurangi kebebasan untuk menentukan harga secara independen.
 Perjanjian Penetapan harga horizontal (horizontal price fixing) terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama yang merupakan perusahaan pesaingnya dan menentukan harga jual produk dalam tingkat yang sama. Sedangkan perjanjian penetapan harga vertikal (vertical price fixing) terjadi apabila suatu perusahaan berada dalam tahap produksi tertentu dan menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah.

 “Cartel” disebut juga “syndicate” yaitu suatu kesepakatan antara perusahaan-perusahaan sejenis secara terbuka sepakat untuk mengatur kegiatannya di pasar. Tujuannya untuk menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dan meraih keuntungan yang sebesar besarnya.
 Pada dasarnya kartel membentuk kekuatan monopoli dengan mengatur supply secara bersama-sama melalui pembagian kuota produksi kepada anggota-anggotanya. Pengaturan tersebut dapat menentukan harga dan masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari tingkat yang dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Keberhasilan dari sebuah kartel dalam mengatur pasar akan ditentukan oleh konsistensi dari para anggotanya dalam mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan.

Terjadinya kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari hal tersebut, anggota kartel setuju untuk menentukan harga bersama, mengatur produksi dan menentukan secara bersama-sama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan. Pelaku usaha yang tergabung dalam kartel secara sepihak dapat menetapkan harga produknya maupun menetapkan besarnya produksi untuk dapat mengendalikan harga. Apabila kartel dibentuk untuk menciptakan monopolistik untuk menaikkan laba melalui peningkatan harga, maka produksi dibatasi dan dapat berakibat merugikan rakyat, kartel seperti ini disebut dengan kartel ofensif. Sedangkan kartel positif atau kartel defensif merupakan kartel yang dibentuk untuk menghindar dari persaingan yang sudah menjurus kepada persaingan tidak sehat, persaingan saling memotong harga yang berakibat industri-industri akan mengalami kehancuran.

Struktur Pasar yang kompetitif, pelaku usaha yang berusaha dalam pasar tersebut jumlahnya banyak, serta tidak ada hambatan bagi pelaku usaha lainnya untuk masuk dalam pasar. Pasar yang berstruktur oligopoli hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja, kemungkinan terbesar pelaku usaha tersebut bekerjasama untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi dari masing-masing pelaku usaha menjadi lebih besar. Hal demikianlah yang dapat menimbulkan praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli yang lebih mudah untuk menguasai sebagian besar pangsa pasar.
 Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya yang dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat yang wajar. 
AKIBAT NEGATIF ADANYA PENETAPAN STANDARDISASI HARGA YANG BERPOTENSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL 
Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan gambaran konsentrasi kekuatan ekonomi yang telah dikontrol oleh beberapa pihak.
 Adanya konsentrasi kekuatan ekonomi berdampak secara langsung terhadap pasar sehingga pasar terdistorsi. Pemerintah berperan penting dalam pembuatan regulasi untuk membatasi perilaku pelaku usaha yang berpotensi negatif terhadap beberapa pihak yang salah satunya adalah negara karena kepentingan negara berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko harus didukung dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang tegas dan kedisiplinan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar. Beberapa pengaruh yang diakibatkan dari perjanjian penetapan harga dan kartel bagi negara, diantaranya:

1. Menurunkan stabilitas perekonomian negara. Adanya tindakan tersebut dapat mengurangi pendapatan negara, karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak. Jika terdapat investor yang curang, maka negara dianggap oleh investor lain tidak dapat menerapkan hukum secara disiplin, sehingga investor yang hendak berinvestasi akan berpikir kedua kalinya untuk menjalankan usahanya di negara tersebut.

2. Menurunkan kepercayaan investor lain. 

3. Berkurangnya alih teknologi. Alih teknologi sangat dibutuhkan bagi para pekerja untuk mengubah kinerjanya dan menambah ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 

4. Memperlambat laju perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya peluang kerja sehingga kemiskinan semakin terpuruk dan tingkat kejahatan semakin meningkat. 

Selain berpotensi negatif terhadap negara, konsumen pun sebagai pihak yang menjadi sasaran transaksi bisnis para pelaku usaha. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut bagi konsumen diantaranya :

1. Keterbatasan pemilihan produk yang baik. Dalam hal ini pelaku usaha mengatur produksinya sehingga dengan pengaturan tersebut berarti membatasi jumlah produk untuk dipasarkannya. 

2. Tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen. Pengaturan harga, produksi, dan pemasaran berakibat naiknya harga yang harus dibayar oleh  konsumen. 

3. Kurangnya ketersediaan produk dalam pasar. Strategi pelaku usaha dalam  mengatur daerah pemasaran produk mengakibatkan langkanya produk dalam pasar sehingga konsumen sulit mendapatkan produk tersebut.

Persaingan sempurna harus ditegakkan dalam melakukan kegiatan bisnis antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya. Tujuan dari persaingan adalah meningkatkan inovasi yang dimiliki setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan dilakukan secara kompetitif pula. Selain berakibat terhadap negara dan konsumen, perjanjian penetapan harga, kartel dan penguasaan pasar juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing lainnya yang meliputi:

1. Mematikan bisnis pelaku usaha pesaing lainnya. Perjanjian penetapan harga dan kartel dilakukan secara berkelompok yang dapat mengakibatkan konglomerasi bisnis sehingga mematikan dan menghambat kegiatan usaha pelaku usaha pesaing lainnya. Kelompok tersebut dilakukan dengan cara membentuk asosiasi yang terdiri atas satu perusahaan menjadi ketua asosiasi dan lainnya menjadi anggota. Kriteria ketua asosiasi dipilih berdasarkan skala perusahaan yang besar dan memiliki kualitas baik serta ditunjuk oleh perusahaan lainnya yang tergabung dalam keanggotaan asosiasi tersebut. 

2. Penguasaan pangsa pasar berpusat pada satu atau sekelompok pelaku usaha kartel. Hanya ada satu atau kelompok perusahaan yang menyediakan produk sehingga terbatasnya pilihan produk yang dipilihnya. Hal inilah yang menunjang pelaku-pelaku kartel menciptakan harga produk yang dijualnya dengan harga yang tinggi.

3. Berkurangnya kesempatan pelaku usaha lain untuk mengembangkan produknya. Adanya satu atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar maka menunjang terjadinya barrier to entry (hambatan masuk) oleh pelaku usaha lainnya..

4. Terjadinya barrier to entry (hambatan masuk) pada pasar bagi pelaku usaha pesaing lainnya. Hambatan masuk termasuk kegiatan yang dapat menghambat persaingan usaha sehat dan sempurna. Pelaku usaha lainnya tidak dapat masuk dikarenakan dalam pasar sudah dikuasai secara dominan oleh perusahaan-perusahaan kartel.
SIMPULAN 


Penetapan standardisasi harga yang dibuat dan ditetapkan oleh asosiasi pelaku usaha untuk diterapkan sebagai regulasi internal asosiasi tersebut yang diberlakukan kepada seluruh anggota asosiasi yang tergabung. Selain berpedoman pada regulasi pemerintah, pelaku usaha juga berpedoman pada regulasi yang ditetapkan asosiasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.  Regulasi internal asosiasi biasanya memuat peraturan dasar tentang komisi, terkait diskon, waktu melakukan transaksi atau jam berusaha, bahkan terkait standardisasi harga yang diberlakukan kepada setiap anggotanya. Penetapan standardisasi harga dapat berpotensi terjadinya perjanjian penetapan harga dan kartel. 

Penetapan standardisasi harga dikatakan sebagai perjanjian penetapan harga karena asosiasi telah melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang termasuk anggotanya untuk menetapkan harga suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Asosiasi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis yang terindikasi praktek monopoli dan menghambat persaingan. Penetapan standardisasi harga tidak hanya mengarah pada perjanjian penetapan harga saja melainkan dapat berimplikasi terhadap tindakan kartel. Apabila standardisasi harga diberlakukan dengan nilai yang rendah maka dapat mematikan pesaing lainnya dan dapat menghambat pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Setelah mendominasi pasar, maka pelaku usaha asosiasi dapat mengatur produksi maupun pemasaran. Hal inilah yang memicu terjadinya kartel, dikarenakan pelaku usaha asosiasi dengan mudah mengontrol produksi dan pemasaran karena sedikitnya pelaku usaha pesaing.

Tindakan kartel inilah yang mendorong terhambatnya persaingan yang sehat, kesejahteraan rakyat pun dipertaruhkan. Masalah ekonomi dan bisnis harus berjalan seimbang sesuai dengan koridor hukum. Hukum sebagai alat untuk mengontrol tindakan-tindakan pelaku usaha, khususnya dengan diperketatnya  aturan-aturan terkait hukum persaingan usaha. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan bahkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis. Dengan demikian, aturan terkait pelaksanaan asosiasi pelaku usaha harus lebih diperketat mengenai prosedur kinerja asosiasi dan sanksi bagi asosiasi yang melanggarnya.
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